BUPATI PURWOREJO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.JO
NOMCR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJQ,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastisn

hukum dan tertib administrasi dalam pengelotaan
keuangan desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupad Purworejo
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa;

. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan

adanya penataan organisasi Perangkat Dacrah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang
berakibat pada berubahnya Peranglkat Daerah yang
menangani pengelolaan keuangan Desa, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a
sudah tidak sesuai lagi, sehingga perhu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan bhuruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;



Mengingat

Menetapkan :

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5493);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagairmana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban
Daerah (Lembharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah
Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57 17);

6. Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturen Bupati Purworgjo Nomor 16
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa {(Berita
Daecrah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 17), yang telah
diubeh beberapa kali dengan Peraturan Bupati Purworejo:

a.

b.

Nomor 22 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2016 Nomor 22);

Nomor 60 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2016 Nomor 60); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 13 ditarnbah 1 (satu) ayat, yakni ayat {3), schingga
Pasal 13 berbunyt sebagai berikut:

Pasal 13

{1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat {2) huruf b, terdiri atas jenis:

. Dana Desa;

Bagian dari Hasgil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

ADD;

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Purworejo.
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{2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
hurnif d dan huruf ¢ dapat bersifat umum atau khusus.

[3) Pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} dilaksanakan dengan mengacu pada
petunjuk teknis atau pedoman yang ditetapkan oleh pemberi
bantuan keuangan.

Ketentuan ayat {2} dan ayat (4} Pasal 20 diubah, schingga Pasal 20
berbunyi sebagai berilcut:

Pasal 20

{1) Belanja barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/
pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12
([dua belas) bulan, atau barang vang akan diserahkan
kepada masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi/lembaga
masyarakat desa.



2

3
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Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- antara lain:
belanja air, listrik, telepon dan fax/internet;
alat tulis kantor;
alat-alat kebersihan dan bahan pembersih;
meterai dan benda pos lainnya;
bahan/material/ peralatan pertanian/perikanan;
alat listrik /lampu /baterai;
cetak/penggandaan /jilid;
makanan dan minumarn;
pakaian dinas dan atributmya;
bahan dan/atau material dan peralatan bangunan;
jasa upah tenaga ketja;
sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
. pemeliharaan kendaraan;
bahan bakar, minyak dan gas;
honorarium/uang sidang;
honorarium instruktur/ pelatih/narasumber/tenaga ahli;
perjalanan dinas;
dekorasi dan dokumentasi;
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat/
organisasi/lembaga masyarakat desa;
sewa ruangan atau gedung;
jasa pihak ketiga (jasa tenaga perseorangan);
barang,.’ jasza lainnya;
jasa transaksi keuangan (adminisrasi bank /pejak simpanan
/bunga bank);
pemeliharaan bangunan;
pemeliharaan jalan;
pemelibaraan jembatarn;
aa, pemeliharaan bangunan air;
bb. pemeliharaan instalasi listrik;
cc. pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga;
dd. behan praktek dan pelatihan; dan
ee. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
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Pemberian barang pada rnasyarakat/kelompok masyarakat/
organisasi/lembaga masyarakat desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf s dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan.

Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf ee adalah bantuan kelembagaan untuk
operasional lemmbaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.



3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai
berikut:

(1}

(2)

3

{4)

Pasal 55

Guna menjamin kelancaran dan efektifitas kegiatan pembinaan
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa oleh Bupati dan
Camat, dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolagn
Keuangan Desa.

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1}, pada tingkat Kabupaten
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
sehagaimana dimaksud pada ayat (1}, pada tingkat Kecamatan
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), terdiri dari:

. Bupati selaku Penaschat;

Wakil Bupati selaku Penaschat;

Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selalay Penaschat;

Asisten Pemerintahan Seckretariat Daerah Kabupaten

Purworejo selaku Pengarah I,

Asisten Administrasi den Kesejahteraan Rakvat Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah II;

f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo sebagai Ketua:

g. Kepala Bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset
Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo sebagai Sekretaris I;

h. Kepala Seksi Pengelolaan Xeuangan Desa pada Dinas
Permnberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
sebagai Sekretaris II;

i. Kepala Baden Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;

}- Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;

k. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Purworejo sebagai anggota;

L. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;

m. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai
anggota,

n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purwerejo sebagai anggota;

0. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Purworejo sebagai angpota;

p- Kepala Dinas Sesial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
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bb.
cc.

dd.

Kepala Bagian Hukum Seckretariat Daerah Kabupaten
Purworejo sebagai Anggota,

Unsur Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Purworejo sebagai Anggota

Unsur dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;

Unsur dard Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai
Anggota;

Unsur dari Bappeda Kabupaten Purworejo sebagai Anggota,
Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai
Anggota;

Unsur dari Dinas Pekerjaan Umuin dan Penataan Ruang
Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;

Unsur dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Purworejo scbagai Anggote;

Unsur dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo sebagai Anggota,
Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo sebagai anggota;

. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purworejo sebagai anggota;

Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo sebagai anggota;

Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarekat dan Desa
Kabupaten Purworgjo sebagai Staf Teknis;

Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo sebagai Staf Administrasi.

{5} Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangen Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana
dlmaksud pada ayat (2) adalah:

b.
c.
d.

.

menyusun pedoman pengelolaan keuangan Desa;
melaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan Desa,
melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi
terhadap pelaksanean pengelolaan keuangan desa,
melakukan  fasilitasi  pemecahan  masatah  dalam
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang tidak dapat
diselesaikan oleh Tim Fasilitasi Pelaksanaan. Pengelolaan
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

{6) Biaya operasional Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purworejo.



(7) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan scbagaimana dimaksud
pada ayat (3}, terdiri dari:

a. Camat selaku Penanggung Jawab;

b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketus;

¢. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atan yang
membidangi sebagai Selretaris;

d. Unsur Seksi danfatau Staf Kecamatan sebagai Anggots
sesuai kebutuhan.

(8} Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) adalah:
a. mendampingi Pemerintahen Desa dalam musyawarah
peréncanaan keuangan desa;

b. memfasilitasi dan pendampingan secara teknis penyusunan
APBDesa, RAB dan dokumen lain yang diperlukan sebagai
dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;

¢. melalikan pendampingan teknis mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-
Jjawaban keuangan Desa;

d. melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas
permohonan pencairan Dana transfer kepada Desa yang
diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi dan
evaluasi atas laporan pertanggungjawaban dana transfer
kepada desa sesuai dengan tahapan pencairan dan hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi;

e. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana transfer
kepada desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat den Desa
Kabupaten Purworejo;

f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam
pengelolaan keuangan desa;

g melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
keuangan desa.

(9) Biaya operasional Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7}, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada
Kecamatan.

4. Ketentuan dalam Lampiran 1A  diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017

BUPATI PURWORELJO,
TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworgjo
pada tanggal 24 JANUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTLIR,

TTD
R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 14 SERI E NOMOR 12



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATE PFURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI FURWOROEJO
NOMOCR 16 TAHUN 2015 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DE3A

RINCIAN NAMA KEGIATAN DALAM KELOMPOK BELANJA DESA,

URAIAN

BIDARG PENYELENGGARAAN PENMERINTAHAN DESA

Keg. Fembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Keg. Operasional Perkantoran Desa

Keg, Operasional BPD

Keg. Operasional RT/ BW

Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Keg, Pengadaan paleian dinas dan atributnya

Keg. pengadaan mesin/kart absensi

Kep. Fasititasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaion

Keg. Pemberian Penghargaan hagi Perangkat Berprestasi

dan Sertifikagi Tanah Kas Desa

Keg Fasilitagi Peryelesaion Konflik-Konflik Kekayaan Milik Desa

Keg. Inventarisasi dan Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Keg. Pembaharuan dan Digitaligani Buku C Desa

KEep. Pagitieas Tukar Menuley Kekayaan Milik Desa

Keg. Pengembangan Potensi dan Kekayaan Milik Desa

Keg. Penetapan dan Penegasan Batag Wilayah Desa

Keg. Pembuatan dan Pembaharaan Peta Desa

Keg. Pembanpunan dan Pemeliharaan Tuga Batas Desa/Gapura Desa
Keg. Penyelesaion Permasalahan Perbatasan Wilayah

Eeg. Penyusunen Data Profil/Monografi Desa/Potensi Desa

Keg. Penyusunan Data/Aplikasi Aparat Pemdes/Kelembagaan Desa

Keg. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Keg, Penyusunan SOTK Pemerintah Desa

Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades

Keg. Penataan den Pengelolaan Formasi Perangkat Desa

Keg. Pembentukan: BPD dan/atau Lembags Kemasyarakatan Desa

Keg. Pengigian dan Pergantian Antar Wakiu BPD

Keg. Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosiel Desa;

Keg, Fasilitasi Reorganisasi RT /RW

Keg. Fasilitasi Pengadaan Tenage Kerja dan Staf Deaa

Keg. Penyelenggaraan Musrenbangdes

Keg. Penyusunan Produk-Produk Hulum Desa

Keg. Musyawarah Deas dalam Rangka Pelaksapan Pembangunan Fartisipatf

Keg. Penyelenggarann Sclapanan Desa

Keg, Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa

Keg. Pembuatan dan Pengelolzan Sistem Informasi dan Administrasi Deaa

Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Administrasi Desa/Kearsipan Desa

Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Internet Desa

Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Webeite /Situa Desa

Keg. Bimbingan Teknis bagi Pengeloia Webaite /Situs Desa

Kep. Pengadann Aset Tetap Milik Desa

Keg. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD/ LKPPL/IPPD)

Keg. Penyusunan Laporan Perfanggungiewaban Kenangan Desa

Keg. Monitering dan Evaluasi Perkembangan Pemerintahan Desa

Keg. Pengembangan Usaha Bersama Antar Desa;




Keg. Pengiriman Delegasi Musyawarah Aniar Desa (MAD)

Keg. Pengembangan Kerjagama antar Deea

Keg. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Antar Desa

Heg, Pemberian Tali Asih Bagi Mantan Aparat Pemerintah Desa dan BPD

Keg. Penerimaan dan Pengetoaan Aset Desa dari Pihak Lain

Kep. Pembangunan CGedung Serbaguna Desa

Keg. Penyusunan RPJMDeza

Keg. Peniyusunan RKPDesa

1) 54_{Keg. Penyusunan APHDesa
1] BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DEBA
02 01 |Keg. Pembangunan dan Pengadaan Poas Keaehatan Desza ataun sebutan lain
02 '02__l Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharasn Pos Keschatan Desa atau schutan isdn
02 03 iKeg. Pengadann Sarana dan Prassrana Pelayanan Kesehatan Masyarakat
02 04 |Keg. Pembangunan dan Pengadean Inatalasi Air Bersih
D2 05 |Keg Fembangunan dan Pengadasn Sanitasi dan Seloken
02 06 |Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Instalasi Air Bersih
02 07 |Keg. Rehabilitasi dan Pemel.l.haman Sanitasi atau Sclokan
02 £ ] g. Pembanguns g Lembagp asyarakatas
02 09 |Kegp. Rehabilitasi dan Pemel:.Ima.n Gedung Lembagn Kemasvarakatan Desa
02 10 _|Keg. Pembi Sarana dan Prasarana Rumah Schat bagi Wi Tidak Mampu
a2 11 |Keg. Pembangunan dan Pengadesan Jalan Deaa
02 12 |Keg Rehabilitasi dan Pemelibaresn Jalan Desa
a2 13 |Keg Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa
032 14 |Keg Rehabilitasi dan Pemeliharasn Jembatan Desa
02 | 15 |Keg Pembangunan dan Pengadaan Penammpungan Air/Sumur Desa
02 16 _|Keg. Rehabilitasi dan Pemeiiharasn Penampungan AirySumur Desa
o2 17 Heg. Pembangunan dan Pengadean Faasilitas Umum (Poskamling, Makam,
Tempat Thadah,ll)
18 Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Umum {Poskamling, Makam,
Tempar Ibadah .4l
02 19 |Keg Pembengunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air
02 20 |Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharasn Saluran lrigasi dan Saluran Air
02 21 |Keg. Pembangunan dan Pengadaan 'l‘alud/Brun_]mg['!‘ump
G2 22 |Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Talud/Bronjong/Turap
o2 23 . Pemban, dan aan Tambatan Perahu dan Budidaya Ikan
02 24 |Keg. Rehabilitagi dan Pemeliharaan Tambatan Perahu dan Budidaya [kan
Q2 25 |Keg. Pengembangan Lingkungan Pemuldman Masyarakat
a2 26 |Keg Fem arn Rumah La Huni i Mal t Miskin
o2 27 |Keg Pembangunan dan Pegadasn Pencrangan Jalan/Instalasi Listrilk
02 28 |Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharnan Penerangan Jalan,/Instalasi Listrik
02 29 IKeg. Pembengunsn Balei Pendidiken /Perpustakasn Desa
02 30 _{Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharnan Balai Pendidilean /Perpustalaan Desa
02 31 |Keg. Peml Gedung dan 8 Pendidikan PAUD/TK
02 32 |Keg. Pembangunan Gedung dan Sarpras Pendidiken Non-Formal
02 33 |Keg. Prlestarian dan Pemugaran Situs budays dan scjarah
o2 34 . Pen Alat Seni
02 35 |Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budaya dan Wisata
02 36 |Keg, Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa
02 37 |Keg. Rehabilitasi, Pengelolaan Pasar dan Kios Desa
02 38 Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Desa
02 39 [Keg. Rehabilitasi dan Pemelibaraan Sarpras Pertanian Desa
02 40 _|Keg. Pembibitan Tanaman Pangan dan Fasilitas Pengolahan Tanaman Pangan
02 41 Keg. Pembangunan dan Pengembangan Balai Pengelolaan Hasil Perikenan
titan
02 42 |Keg. Pengadaan Alat-alat Peternakan dan Pertanian
02 43 |¥eg Pengeiolaan Usaha Hutan Desa
02 | 44 |Keg Pembangunan dan Pengembangan Sarpras Produkai di Desa
02 45 _|Keg. Pembangunan Fagilitas Pembersntagan Hama Pertanian
02 46 |Keg Pembengunen dan Pemeltharesn Pengeiolean Limbah di Desa

Keg Pembangunan dan Pemnelibarasn Faailitas Energi Terbarukan




Keg. Pengiriman Delegasi Musyawarah Aniar Desa (MAD)

Keg. Pengembangan Kerjagama antar Deea

Keg. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Antar Desa

Heg, Pemberian Tali Asih Bagi Mantan Aparat Pemerintah Desa dan BPD

Keg. Penerimaan dan Pengetoaan Aset Desa dari Pihak Lain

Kep. Pembangunan CGedung Serbaguna Desa

Keg. Penyusunan RPJMDeza

Keg. Peniyusunan RKPDesa

1) 54_{Keg. Penyusunan APHDesa
1] BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DEBA
02 01 |Keg. Pembangunan dan Pengadaan Poas Keaehatan Desza ataun sebutan lain
02 '02__l Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharasn Pos Keschatan Desa atau schutan isdn
02 03 iKeg. Pengadann Sarana dan Prassrana Pelayanan Kesehatan Masyarakat
02 04 |Keg. Pembangunan dan Pengadean Inatalasi Air Bersih
D2 05 |Keg Fembangunan dan Pengadasn Sanitasi dan Seloken
02 06 |Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Instalasi Air Bersih
02 07 |Keg. Rehabilitasi dan Pemel.l.haman Sanitasi atau Sclokan
02 £ ] g. Pembanguns g Lembagp asyarakatas
02 09 |Kegp. Rehabilitasi dan Pemel:.Ima.n Gedung Lembagn Kemasvarakatan Desa
02 10 _|Keg. Pembi Sarana dan Prasarana Rumah Schat bagi Wi Tidak Mampu
a2 11 |Keg. Pembangunan dan Pengadesan Jalan Deaa
02 12 |Keg Rehabilitasi dan Pemelibaresn Jalan Desa
a2 13 |Keg Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa
032 14 |Keg Rehabilitasi dan Pemeliharasn Jembatan Desa
02 | 15 |Keg Pembangunan dan Pengadaan Penammpungan Air/Sumur Desa
02 16 _|Keg. Rehabilitasi dan Pemeiiharasn Penampungan AirySumur Desa
o2 17 Heg. Pembangunan dan Pengadean Faasilitas Umum (Poskamling, Makam,
Tempat Thadah,ll)
18 Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Umum {Poskamling, Makam,
Tempar Ibadah .4l
02 19 |Keg Pembengunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air
02 20 |Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharasn Saluran lrigasi dan Saluran Air
02 21 |Keg. Pembangunan dan Pengadaan 'l‘alud/Brun_]mg['!‘ump
G2 22 |Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Talud/Bronjong/Turap
o2 23 . Pemban, dan aan Tambatan Perahu dan Budidaya Ikan
02 24 |Keg. Rehabilitagi dan Pemeliharaan Tambatan Perahu dan Budidaya [kan
Q2 25 |Keg. Pengembangan Lingkungan Pemuldman Masyarakat
a2 26 |Keg Fem arn Rumah La Huni i Mal t Miskin
o2 27 |Keg Pembangunan dan Pegadasn Pencrangan Jalan/Instalasi Listrilk
02 28 |Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharnan Penerangan Jalan,/Instalasi Listrik
02 29 IKeg. Pembengunsn Balei Pendidiken /Perpustakasn Desa
02 30 _{Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharnan Balai Pendidilean /Perpustalaan Desa
02 31 |Keg. Peml Gedung dan 8 Pendidikan PAUD/TK
02 32 |Keg. Pembangunan Gedung dan Sarpras Pendidiken Non-Formal
02 33 |Keg. Prlestarian dan Pemugaran Situs budays dan scjarah
o2 34 . Pen Alat Seni
02 35 |Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budaya dan Wisata
02 36 |Keg, Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa
02 37 |Keg. Rehabilitasi, Pengelolaan Pasar dan Kios Desa
02 38 Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Desa
02 39 [Keg. Rehabilitasi dan Pemelibaraan Sarpras Pertanian Desa
02 40 _|Keg. Pembibitan Tanaman Pangan dan Fasilitas Pengolahan Tanaman Pangan
02 41 Keg. Pembangunan dan Pengembangan Balai Pengelolaan Hasil Perikenan
titan
02 42 |Keg. Pengadaan Alat-alat Peternakan dan Pertanian
02 43 |¥eg Pengeiolaan Usaha Hutan Desa
02 | 44 |Keg Pembangunan dan Pengembangan Sarpras Produkai di Desa
02 45 _|Keg. Pembangunan Fagilitas Pembersntagan Hama Pertanian
02 46 |Keg Pembengunen dan Pemeltharesn Pengeiolean Limbah di Desa

Keg Pembangunan dan Pemnelibarasn Faailitas Energi Terbarukan




Keg. Koneervasi Linglingan Hidup Desa

Kep. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Penangpulangan Bencana
Keg. Perbaikan Lingkungan Hidup akibat Bencana Alam

Keg. Konservasi Lingkungan Hidup Desa untuk Kegiatan Wisata

Keg. Pembangunen dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Keg. Pembinaan, Operasional dan Pemneliharaan PAUD

Keg. Pembinasn dan Operasional Kesenian

Keg. Pembentukan dan Fengembangan BUMDesa

Keg. Penguatan permodaian BUMDesa

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Pembinaen dan Penguaten Ketahanan Pangan Masyarakat

Keg. Pembinpan Kepads Kelompok Tani

. Pembinaan Peningkatan Kerukunan Warga Desa

Keg. Pembinaan Pengelolasn Penanganan Persampaban

Keg. Pembinaan Keamarion dan Ketertiban Masyarakat Desa

Keg. Pembinaan Terbadap Penanggulangan Becatia Alam

Keg, Pembinasn Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Keg. Pembingsn dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Keamanan Desa

Keg. Pembinean Herulainan Umat Beragama

Keg. Pembinaan dean Fesilitasi dalam penanganan Konflik

Keg. Pembinaan Masyarakat agar Sadar Hukum

Keg. Pembinaan dan Pengrmbangan Linmas

Keg. Pembinean Keleatarian Seni dan Budaya Dean

Keg. Pembinaan Lembaga Kemagyarakatan Dega dan/gten BPD

Keg, Penbimaan Sistem Organisasi Masyarakat Desa

Keg. Panbinaan den Fasilitasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Agama

Kep. Pembinaan Keschatan Maayarakat

Keg, Pembinaan Lembaga Masyarakat Dena Hutan { EMDE)

Keg. Pembingan Pengelolasn Pendidikan non Formal

Keg. Pembinaan Pengelolaan Balai Pendidikan/ Perpustalasn Desa

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAHNAT DESA

Kep Pelatihan Pengembangan Desa Layak Anak

Keg. Pelatihan Pengembangan Budaya dan Wisata

Keg. Pelatihan Pengembangan Usaha Mikre

Kep. Pelatiban Penanggulangan Hama

Keg. Pelathan dalem Pembuatan Pupuk Petani

Keg. Pelatihan dalam Pengembangan Sistern Usaha Produksi Tani Berskala Lokal

Keg. Pelatihan Pengembangan Bibit Tanaman Unggul

Pelatihan Pengembangan Bibit Binatang Unggul

Keg. Pelatihan Pembuaien Sarana Penunjang Kemoditas Perikanan

Pelatihan Pembuatan Pakan Termak

Keg. Pelatihan Produk Un Desa

Keg. Pelatihan Pembuatan Alat Biogas

Keg. Pelaiihan Pengelolaan Hasil Produk Pertanian

Keg. Pelatihan dalam Kegiatan Pelestarian Lingkungan

Keg. Pelatihan Usahe Ekonomi Desa bagi Masyarakat/Kelompolk

Keg. Pelatihan dalaim Pengorganisasian Pemsberdayasn Lembaga
Eemasyerakstan Desa

Keg. Pemberian Santunan Bagi Falir Mislin

Keg. Pembentukan Faailitas Bantuan Hukum bagi Warga Desa

Keg. Pelatthan dalam upays Pengentasan Masyarakat Mislkin

Keg, Peningiaten Kapasitas Masyarakat Melalui Kader dan Kelompok

Keg. ﬂhﬂhwdﬂmmmbmtdﬂnmmmbj_nmw

Keg. Pemberdaysan Magyarakat delam Pen it
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Kep. Peningleatan Pelayanan Hesshatan bag Wa.'rgi_l atau Kelompok Masyarakat




Keg. Fasilitasi Peninghatan Keschatan /Senam Kebugaran bagi Masyarakat

Keg. Pengembangan kelembagaan dan pelayanan kesehatan /sosial, dan
Kualitas Hidup Anak, Remaja, dan Perempuan

Keg. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak

Keg. Fasilitasi Partisipasi Magyarakat dalam Pengelolasn Kekayaan Budaya
Lokal Desa

Kep Fagilitagi Penyelengparaan Festival Budaya Lokal

Keg. fasilitesi peningkatan peran kepemudaan, penumbuhan kewirausahsaan
den kecakapan hidup pernuda

Keg. pemhinaan kelompok sadar wisata fkader wisata

Keg pelatihan dan penynilnhan kelergs sadar hukum

Keg, pembinaan dan penguatan kapasilas pengelola lumbung desa

Keg. pembentukan dan fasilitasi LSM/ Pembentulan LBH

Keg, pelatihan pengelolaan Pasar Desa

Keg. peningkatan Kapasitas/pelatihan pengnrua BUMDeaa

Keg pelatihan tata boga dan kuliner pengembangan makanan

Keg. pelafihan menjahit/bordir/ membatik

Keg. pelatihan kewirausahaan

Keg. pelatihan mekanik dan benghkel

Keg. pemberian bantean permodalan fsarpras penunjang ueaha ekonomi
pmdukl:l.f bagi masyarakat/kelompok masyarakat/ KK/masyarakat

Keg. ﬂbentukﬂﬂ asosiagi/paguyuban pengusaha mudae

Keg. pemberdayaan masyarakat miskin dalam padat karya

Keg. fasilitasi /pembinasan /pengelolaan lomba desa

Keg fasilitasi/pelatihan pengelolaan/ penanganan sampah

Keg. fasilitesif pelatihan pembustan tuamen hidroponik

Keg. fagilitasi/ pelatihan ktlompok pengrajin fhome industry desa

Keg, Fasilitasi dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Keg Pelatihan dan Peningkatan Kapaaitas Kepala dan Aparatur Desa

BIDANG TIDAK TERINIGA
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Keg. Kejadian Luar Biasa
Keg. Penanganan darurat bencana

BUPATI PURWOREJO,
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